
BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATI}TGAN
NOMOR 1t TAHUN 2ctt4

TENTANG 
.

URAIAN TUGAS PELAKSANA ADMINISTRASI'TERPADU KECAMA?AN
DI KABUPATEN KATING,\N

Menimbang : a.

Mengingat

b.

: 1.

2.

3.

4.

BUPATI KATINGAN,

bahwa persyaratan administrasi pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecama::tan (PATEN) perlu adanya
uraian tugas sebagai pedo*nan untuk melaksanakan
P elay anan Administrasi Terpadr"r Kecamatan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Uraiar r Tugas ?e1a'xsana Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan:r di Kabupaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahu:n 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabul:>aten Seruyan, Kabupaten
Sukamara" Kabupaten Lamand.au,. Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kaierupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di lirrovinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indr-rnesia Ta'lrun 2OO2 Arolrror 18,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 418O);
Undang-Undang Nomor 32 Tahurn 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rep,uolfi< lndonesia Tahun 2C[L4
Nomor 125, Tambahan Lembarz,Ln Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana tt,:lah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Und:,rng Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Ata s Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintaihan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2)A8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo:;resia Nomor aSaa);
Llndang-Llndang ATomor 33 Tahl;n 2OA4 fentang Perimbangan
Keuangatt antara Pemerintah F\-rsat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Ir rdonesia Tahun 2OO4 Nomor
726, aarrioahan Lernoaran Nega;ra Repuoltk lndonesia Nomor
aa3$;
Undang-Undang Nomor 25 Tal run 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2OA9
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahu;n 2017 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangarr (Lembaran Negara Republik
trcdonesia Tahun 2011 ,Nor?c.,r 82, thrnbahan trentbaran
Negara Republik Indonesia Nomi,or 523fl;

5.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Fenlrusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S
Nomor 15O, Tambahan Lembarran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

7. Peratrrrarr. Pecc.eri^nf"akr lNonn^or' 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia
Iafiun 2tm5' t\bmor f 65, I"iambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593!l;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemeri:trtah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dar:r Pemerintahan Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

g. Peratlrten Perrrertnf,:.h, I{orcor 4l Tahun 2AA7 tentang
Pedoman Organisasi Perangkati Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2,AA7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran filegara Repubfirk r-nobmesia Nomor 4741);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 4A, Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia
Nomor a8261;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2Arc tentang
Pedoman Pelayanan Administras;i Terpadu Kecamatan;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Perrrb,errtrCran Prcd.uk tf,.rkrrn Daerah (Berita Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ka.tingan Nomor 3 Tahun 2OO8
tentang Pembagran U-rusan l?emerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kaburpaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tal:Lun 2OO8 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kr:rtingan Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Organisasi dan Tata Ker:ja Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Katingan (Ler::baran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2OO8 Nomor 8

15. Peraturan Bupati Katingan No*rnor 38 Tahun 2OO9 tentang
Pe.tirnpaha:a S,ebagratr Keweaa,agpn Br,epati Kepada Cam.at di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tah un 2OO9 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Metretapkarr '. PERAIURAN BUPATL KtrttNGAN TENTAI{G URALAN TUGAS
PELAKSANA PELAYANAN ADMINIST]RASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasnl 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksu C dengan :

I. Daerah adaJah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perxangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;



4.
5.

6.
7.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka-bupaten Katingan;
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Katingan;
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kah*epateraKatrin'garr;
Camat adalah pimpinan dan koordinator peny;elenggaraarl pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaks,.anaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahal dart Bupau Katrngan untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan;
Sekretaris Kecamatan adalah pimpinan Sekre;ariat Kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepacla Camat;
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang merrflpurlyai tugas melaksanakan
teknis pelayanan;
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN
adalah p,enyelenggaraan p,elayanan prrbliK di kecamatan dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokum,en dalam satu tempat.

BAB II
TUJUAN PELAYANAN AD MINI STRASI TEI;?PADU KECAMATAN

Pasal2

(1) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan fPATEN) mernpunyai tqiuan
untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat.

A\ Penyelenggaraan Pelayanan Adrnireistrasi l1t'erpadu Kecarrratan (PATEN)
adalah mewr.rjudkan Kecarnatan sebagai pusa.t pelayanan masyarakat dan
menjadi simpul bagt kantorlbadan pelayanan terpadu di Kabupaten
Katingan;

BAB III
PE.I ABAT PET{YELEN GGFTRA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPAD}U KECAMATAN

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris Camat; dan
c. Kepala Seksi.

BAB IV
PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal 4

Ca-maf sebagaimana djmaksud dalana Pasal 2 hun-rf a, adalah pe.nanggurqgpawab
penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kec:amatan (PATEN) .

BABV
TUGAS POKOK PENYELENGGARA. PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KEC:AMATAN

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas :

9.

10.

11.



a.

b.
c.
d.

memimpin, mengkoordinir, dan mengendalika n penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan (PATEN) ;
menyiapkan rencana ataggar,an dan biaya;
menetapkan pelaksanaan teknis; dan
mempertanggungiawabkan kinerja kepada Bupati Katingan melalui
S,ekretaris De.erah.

Pasal 6

Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dala:um pasal 2 huruf b, mempunyai
tugas melakukan penatausahaan administ,rasi Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan [PATEN];
Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah
penanggungjawab kesekretariatanlketatatrsahaan penyelenggaraan
PeJay.a,rra* Admjnjstrasi Te4padu Kecama ian {P*lIEAt};
Sekretaris Camat mengoreksi dan memaraf su;rat, selanjutnya diserahkan ke
Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekretaris Camat diganti oleh
salatr satu Kepala Seksi;
Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) bertanggungiawab
kepada Camat.

Pasal 7

(1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanar:r administrasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 trun;f c mempunyari tugas melaksanakan teknis
pelayanan;

tzl Kepala Seksi yang membidangi pelayana,n mempelajari berkas dan
melakukan validasi, selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk
diketik',

(3) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan mengoreksi dan memaraf surat,
kemudian surat dilanjutkan ke Sekretaris Cam at;

(4t Kepala Seksl yang membidangr pelalranarr admmistrasi sebagaimana
dimaksud Pasal 2 huruf c, bertanggungjawab kiepada Camat.

Pasal 8

Pejabat penyelenggara Pelayanan Administrasi llerpadu Kecamatan (PATEN)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meLaL*tkan pengelolaan layanan secara
transparan dan akuntabel.

BAB VI
PELAKSANA TEKNIS

PELAYANAN ADMINI STRASI TERPADU KI}'CAMATAN {PATENJ

Pasal 9

Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu t(ecamatan (PATEN), meliputi :

1. Petugas informasi;
2. Petugas loket/penerima berkas;
3. Petugas operator komputer;
4. Petugas pemegang kas; dan
5. Petugas lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pa;sal 8, adalah Pegawai Negeri
Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil di Kecamat*an;
Penetapan pelaksana teknis sebagaimana dirrraksud pada Pasal 9 ayat (1),

ditetapkan oleh Camat;

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

al



(3) Personil pelaksana teknis sebagaimana dimaiksud pada Pasal 9 ayat (1),
terdiri dari :

a. Petugas informasi 2(dua) orang atau disest raikan dengan kebutuhan;
b. Petugas loket/penerima berkas, maksirnal 8 (delapan) orang / 8

(delapan) loket atau disesuaikan dengan kondisi daerah Kecamatan;
c. Pet.rgas op,erator kornp,.rter, rnaksimal 2 [(saa) er?$*g, d.i1esl"lkera.

cadangan apabila yang ditunjukan berhalatngan hadir; dan
d. Petugas pemegang kas, 1 (satu) orang.

Pasal 11

Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

meliputi :

1. Loket/mejapendaftaran;
2. Tempat pemrosesan berkas;
3. Tempat pembayaran;
4. Tempat penyerahan dokumen;
5. Tempat pengolahan data dan informasi;
6. Tempat penanganan Pengaduan;
7. Tempat piket;
8. Ruang tunggu; dan
9. Perangkat pendukung lainnYa.

Pasal 12

(1) Petugas Informasi mempunyai tugas, antar lain :

a. menyapa warga dan memberikan informa:;ii kepada warga masyarakat;
b. menyapa pemohon yang datang dan r-nemberitahukan kelengkapan

syarat;
c. meminta warga mengisi buku tamu;
d. bila warga akan mengurus surat, clipersilahkan ke loket/meja

pela3'artanr'
e. bila warga akan bertemu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi atau

pegawai lainnya untuk konsultasi kl:usus maka diantarkan ke
ruang/meja yang'oersangkutan. Apabila yarlg bersangkutan tidak ada di
tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;

f. membawa surat yang telah diproses di loket/meja pelayanan untuk
diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekretar-{s Camat serta membawa ke
Camat untuk di tandatangani. Setel*rh selesai dikembalikan ke
loket/meia pelayanan; dan

g. memperbaharui semua informasi di papan informasi.

{2} Pefugas lokefr/ps12e1"ips" berkas fl?empulzJ.ai fugyas, antara Jatn .'

a. menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang
diajukan warga masyarakat;

b. menyamparkan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas
yang belum lengkap;

c. memeriksa/melaksanakan verifikasi lberkas dan pertimbangan
administrasi;

d. jika tidak lengkap berkas dikembalik*an kepada pemohon untuk
dilengkapi" iika persyaratan lengkap makraL berkas dilanlutkan ke Kepala
Seksi yang membidangi pelayanan untuk clivalidasi;

e. menyerahkan hasil pengurarsan ke masyar"akat apabila telah selesai;
f ekan suraf masuk dalr keJuar,'
g. men5rusun berkas surat masuk dan keluar: di meja/loket pelayanan; dan
h. bertanggungiawab terhadap arsip Pela3yanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN).



(3) Petugas Operator Komputer mempunyai tugas, antar lain :

a. memasukan (melakukan input) data wauga pengguna pelayanan dan
jenis pelayanan yang dimohon;

b. mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga
masyarakat;
mengumpulkan data-data yang dip,erlukat;, dal,zrm, dar"ahe.sr- ('et-ttc,at'ar';

memasukan data-data yang diperlukan da lam format database PATEN;

memperbaharui perkembangan data Keca matan dan pelayanan publik;
dan

f. mengarnankan data yang sudah terkumpt:rl (back-up) database ke dalam
media penyimpan atau komputer lainnya."secara berkala.

(4) Petugas Pemegang Kas mempunyai tugas, anta ra lain :

a. berperan sebagai kasir di loket/meja pelay anem;

b. menerirna pemb4varan tarif pel4vanan d,;:n memberikan tanda terima
pembayaran kepada masyarakat penerimat pelayanan;

c. membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja
pe,layar'an; dan

d. men5rusun laporan keuangan secara berkada.

BAB WI
PEMBIAYAAN DAN PENER$.MAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Pelayanan Administras i Terpadu Kecamatan (PATEN)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dar-r Belanja Daerah Kabupaten
Katingan; dan
Biaya penyelen g{laraarr Pelayanan Administras;i Terpadu Kecamatan (PATEN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), me'rupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyeti"oran ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAI N

Pasal 15

{1) Bagan Alur Pelayanan Administrasi Terpadu I(ecamatan (PATEN), tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

t2l Bagan Alur Pelayanan Perijinan, tercantum dalam Lampiran II sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan HSupati ini.

c.
d.
e.

(1)

(?l



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan.
Agar sdiap ora]crB dapa:t Trrffrget'abrtri:crya, rns:rrrenrrtahrkarr Irerrgurrdangarr
peraturan Bupati katingan ini dengan penempratan dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

"ot1

Diundangkan di Kasongan
pada

B' ilf#ili',.H,rorEN KArI N GAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2.014 NOMOR L?L

SE

Dit etapkan di Kasongan
pacla tanggal, 3t.o k+o ber

AH MAD YANTENGLIE
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